
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 103 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 17 
TAHUN 2014 TENTANG FORMULASI DAN MEKANISME PENETAPAN 

BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan jasa navigasi penerbangan 
oleh Perusahaan Umum (Perum) Penyelenggara Pelayanan 
Navigasi Penerbangan Indonesia, perlu diberikan 
perlindungan terhadap adanya resiko di dalam industri 
penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang 
Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan 
Jasa Navigasi Penerbangan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5223);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, 
Tambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4075);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara 
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5668);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan MenteriPerhubungan Nomor 68 Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya 
Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 
2014 tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan;

11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/205 tentang 
Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG FORMULASI DAN 
MEKANISME PENETAPANBIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI 
PENERBANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme 
Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan, diubah 
sebagai berikut:
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X. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 9

(1) Biaya pokok per satuan j asa pelayanan navigasi 
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dihitung berdasarkan total proyeksi biaya komponen 
yang dikeluarkan ditambah dengan 10% (sepuluh per 
seratus) dari total proyeksi biaya dibagi proyeksi 
pesawat udara yang dilayani.

(2) Besaran 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan dalam rangka 
peningkatan keselamatan dan keamanan 
penerbangan untuk investasi baru, peningkatan 
kemampuan infrastruktur pelayanan navigasi 
penerbangan dan ketahanan terhadap resiko didalam 
industri penerbangan.

(3) Komponen biaya pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:
a. biaya pegawai;
b. biaya utilitas;
c. biaya perlengkapan;
d. biaya pemeliharaan;
e. biaya penyusutan;
f. biaya umum.

(4) Komponen biaya pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), yang telah dihitung pada struktur pelayanan 
en route tidak boleh dihitung pada pelayanan 
terminal.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 19

Besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk penerbangan 
dalam negeri dan luar negeri ditetapkan dalam Rupiah 
(Rp) dan penerbangan lintas (over flying) ditetapkan dalam 
Dollar Amerika (US $).
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 922

Salinan sesuai dengan aslinya

KEP M DAN KSLN,

sri le s t a r : RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19620620 198903 2 001
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